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Perkawinan campuran terjadi terutamadi Arab Saudi dan Maaysia, tempat banyak pekerjalndonesia
bekerja. Dokumentasi pernikahan terkadang diabaikan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 1974
menyatakan, “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama’ dan “ Setiap
perkawinan didokumentasikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 2 ayat 1 dan 2
tidak dapat dipisahkan; perkawinan agama dapat dilakukan walaupun tidak memenuhi alinea kedua.
Perkawinan membutuhkan hukum agama dan keyakinan serta kriteria administratif melalui proses
dokumentasi. Aturan dan prosedur dokumentasi pernikahan yang rumit, ketidaktahuan masyarakat tentang
hukum pernikahan Indonesia, dan Kefektifan upaya pemerintah untuk mensosialisasikan dokumentasi
pernikahan memperburuk hal ini. Perkawinan ini menyakiti istri dan anak-anaknya. Untuk mempel gjari
topik tersebut, wawancara serta undang-undang, dan peraturan dilakukan. Penulis ingin mengkaji tentang
status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam bentuk skripsi yang berjudul
“STATUSHUKUM ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK DI DOKUMENTASI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA”.

...... Mixed marriages happened especially in Saudi Arabiaand Malaysia, where many Indonesian workers
works. Marriage documentation is sometimes overlooked. Article 2 paragraphs (1) and (2) of Law 1 of 1974
state, "Marriage isvalid if performed according to each faith's laws" and "Each marriage is documented
according to applicable laws and regulations.” Article 2 paragraphs 1 and 2 are inseparable; areligious
marriage can be performed even if it doesn't meet the second paragraph. Marriage requires religious law and
belief aswell as administrative criteria through the documentation process. Complex wedding
documentation regulations and procedures, public ignorance of Indonesian marriage law, and the
government's effort to socialize marriage documentation exacerbated this. These marriages hurt the wife and
her children. In order to study about the topic, interviews as well as laws, and regulations are conducted. The
author wants to examine the legal status of children born from unrecorded marriagesin the form of athesis
entitled "LEGAL STATUS OF CHILDREN FROM UNDOCUMENTED MIXED MARRIAGESIN THE
PERSPECTIVE OF INDONESIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
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